
 

 

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA 

MEMPERDAGANGKAN ORGAN TUBUH SATWA HARIMAU 

 

INTISARI 

 

 Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 

 

 

OLEH: 

GEDEFRIDUS JENRI BABU 

NIM : 20310206 
 

 

FAKULTAS HUKUM 

JURUSAN HUKUM PIDANA 

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  

2024 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             INTISARI  

Penelitian ini berjudul “Deskripsi tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh 

Satwa Harimau”. Rumusan masalah 1). Faktor apa yang menyebabkan terjadinya 

tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau? 2). Bagaimana cara pelaku 

memperoleh organ tubuh satwa harimau? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap 

pelaku perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti ? Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana 

perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Untuk mengetahui cara pelaku 

memperoleh organ tubuh satwa harimau dan 3) akibat hukum terhadap  pelaku 

perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan penyebab dan modus terjadinya 

tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas dalam dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara pelaku dan 

akibat hukum terjadinya tindak pidana peradagangan satwa harimau. Sedangkan 

variabel terikat yaitu dalam penelitian ini  adalah putusan pengadilan tentang tindak 

pidana peradagangan satwa harimau. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

perdagangan organ tubuh satwa harimau adalah: a) Mencari Keuntungan dan b) 

Memenuhi Kebutuhan Hidup. 2) Cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau 

yaitu: a) Menjerat dan Menembak Harimau, b) Mengambil Organ Harimau dan c) 

Memperdagangkan Organ Harimau. 3) Akibat hukum terhadap pelaku perdagangan 

organ tubuh satwa harimau dan barang bukti yaitu; a) Pelaku Dijatuhi Pidana Penjara 

b) Pelaku Dijatuhi Pidana Denda dan c) Pelaku Membayar Biaya Perkara. Saran yang 

diberikan adalah Penegak hukum hendaknya aparat penegak hukum lebih 

menggalakan upaya penegakan hukum terhadap kelestarian satwa liar baik yang 

dilindungi maupun tidak dengan lebih melibatkan peran serta masyarakat dan 

memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya 

serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelestarian satwa yang 

dilindungi. 
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